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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG 

NOMOR 555/  152  /II/2026 

TENTANG 

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) 

PEMBANTU PADA DINAS SOSIAL 

KABUPATEN TEMANGGUNG 

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG 

 

Menimbang 
 

: a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan 

dokumentasi pada Badan Publik di lingkungan 

Pemerintahan Kabupaten Temanggung telah ditetapkan 

Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/252 Tahun 

2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan 

Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung. 

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 

Tahun 2023 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

b. bahwa untuk merencanakan mengorganisasikan dan 

melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan 

informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, 

mudah dan wajar di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten 

Temanggung, perlu menetapkan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas 

Sosial Kabupaten Temanggung: 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud 

dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Dinas. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan 

Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
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keterbukaan informasi publik; 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152. Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071; 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali berubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentantg cipta kerja; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang keterbukaan informasi publik; 

6. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 

tentang pedoman. pengelolaan pelayanan informasi dan 

dokumentasi di lingkungamn Kementrian Dalam Negeri 

dan Pemerintahan Daerah; 

7. Peraturan bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 

tentang pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi 

publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Temanggung; 

8. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 

2017 tentang pengelolaan layanan informasi dan 

dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung. 

 
 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Pembantu pada Dinas Sosial Kabupaten Temanggung 

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum 

dalam lampiran I Keputusan ini. 

KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum 

KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab 

sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini. 

KETIGA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 







LAMPIRAN II     

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL  

KABUPATEN TEMANGGUNG   

NOMOR : 555/ 152 /II/2026 

TANGGAL : 25 Februari 2026 

  

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU 

PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG 

1. Atasan PPID Pembantu, bertugas untuk : 

a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di 

lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Temanggung. 

b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh 

pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi 

yang diajukan oleh pihak pemohon. 

c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan 

informasi publik. 

 

2. PPID Pembantu, bertugas: 

a. Mengklasifikasikan informasi terdiri dari 

1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 

2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; 

3) Informasi yang wajib terjadi setiap saat; 

4) Informasi yang dikecualikan. 

b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan 

oleh pemohon informasi publik; 

c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan 

informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya; 

d. Mengkoordinasikan. pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan 

informasi yang ada di lingkungannya kepada publik; 

e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya; 

f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di 

lingkungannya; 

g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya 

untuk diakses oleh Masyarakat; 

h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk 

disampaikan. kepada PPID utama, dan; 






